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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 

Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dibentuk dengan 

maksud dan tujuan untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Kota 

Yogyakarta. Hal tersebut dilandasi dengan latar belakang luas wilayah Kota 

Yogyakarta yang relatif sempit, namun jumlah hotel yang ada relatif besar 

jumlahnya, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan untuk menyeimbangkan 

hal tersebut. Selain hal itu, penerbitan peraturan walikota ini juga ditujukan 

untuk menjaga kualitas pelayanan pariwisata di Kota Yogyakarta. Peraturan 

Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel juga 

dipergunakan untuk mengkaji apakah jumlah hotel di Kota Yogyakarta sudah 

mencukupi kebutuhan atau masih perlu ditambah lagi, pengkajian ini dapat 

dilakukan setelah moratorium pembangunan hotel berakhir. Selain hal tersebut, 

peraturan walikota ini dibentuk untuk melindungi usaha-usaha perhotelan yang 

telah ada di wilayah Kota Yogyakarta, dengan demikian usaha perhotelan yang 

telah ada dapat berkompetisi secara sehat. 

             Selain hal di atas, berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang 

telah diuraikan, disimpulkan pula bahwa dari penerbitan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel 
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menimbulkan dampak terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota 

Yogyakarta. Dampak yang timbul adalah jumlah permohonan IMB yang 

semakin meningkat yang masuk pada Dinas Perizinan Yogyakarta. Setelah 

peraturan walikota tersebut diundangkan pada 20 November 2013, 

permohonan IMB bangunan hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta mencapai 104 permohonan IMB bangunan hotel hanya dalam 

waktu kurang lebih 1 bulan sebelum masa moratorium dimulai, yakni 1 Januari 

2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 

hingga per 10  November 2014 Dinas Perizinan Kota Yoyakarta tersebut telah 

menerbitkan sejumlah 76 IMB bangunan hotel  yang dimohonkan setelah 

adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan 

Hotel. Selain itu masih ada 28 permohonan IMB yang masih dalam 

pemrosesan dan belum diterbitkan izinnya. Dari hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya peraturan mengenai pengendalian 

pembangunan hotel tidak serta merta dapat mengendalikan pembangunan hotel 

secara signifikan hingga 0 %.  Permohonan IMB bangunan hotel yang masuk 

sebelum 1 Januari 2014 tetap diproses izinnya menurut peraturan perundangan 

yang berlaku, sehingga menyebabkan investor justru berlomba-lomba untuk 

memasukkan IMB bangunan hotel. Momentum  moratorium menjadikan para 

investor untuk memasukkan IMB bangunan hotel meskipun persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi masih kurang lengkap, yang terpenting adalah 

permohonan IMB telah masuk dan dapat diproses, sehingga Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian 
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Pembangunan Hotel dirasa kurang efektif untuk menekan pembangunan hotel. 

Selain itu ketidakjelasan mengenai bagaimana atau apa langkah selanjutnya 

setelah masa moratorium berakhir menjadikan peraturan walikota ini 

mengambang. Apabila masa moratorium telah berakhir dan tidak ada tindak 

lanjut dari Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap peraturan walikota tersebut, 

maka tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi permohonan IMB 

hotel yang akan masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Sudah barang 

tentu IMB bangunan hotel yang masuk akan diproses dan akan terbit izinnya 

apabila semua persyaratan telah dipenuhi. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan rumusan dan uraian pembahasan, serta kesimpulan, maka 

saran yang dapat diberikan oleh Penulis yakni: 

1. Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan instansi 

lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan, perizinan maupun 

penataan kota sebaiknya saling bekerjasama dalam sebuah pembuatan 

regulasi atau peraturan. Ke depannya dalam pembuatan regulasi atau 

peraturan, antar instansi-instansi tersebut harus saling berkomunikasi 

dengan baik sehingga tercipta peraturan yang dapat diimplementasikan 

sesuai dengan tujuannya.  

2. Pembuatan sebuah peraturan atau regulasi untuk ke depannya hendaknya 

memperhatikan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dengan 
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demikian peraturan atau regulasi yang dibuat selaras dengan peraturan 

perundang-undangan di atasnya. 
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